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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan standar pelayanan 

klaim perorangan peserta asuransi di PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 

Kantor Layanan Samarinda dengan fokus penelitian meliputi prosedur 

pelayanan, waktu penyelesaian, kompetensi petugas pemberi pelayanan dan 

faktor penghambat eksternal dan internal prosedur administrasi klaim yang 
menjadi kendala dalam pengajuan klaim perorangan peserta asuransi ke                

PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Kantor Layanan Samarinda. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 

penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta 

penjelasan dari variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara: memasuki penelitian (getting in), berada dilokasi penelitian (getting a 

long) dan mengumpulkan data (logging data) terdiri dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Key Informan dalam penelitian ini adalah 

Kepala Kantor Layanan Samarinda, Verifikator Klaim PT. Asuransi Jiwa 

Inhealth Indonesia Kantor Layanan Samarinda dan para peserta pengaju 

klaim perorangan. 

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu penerapan standar 

pelayanan klaim peserta asuransi di PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 

Kantor Layanan Samarinda belum memenuhi standard operational procedure 

(sop) pelayanan klaim perorangan yang diukur dari prosedur pelayanan klaim, 

waktu penyelesaian klaim dan kompetensi petugas verifikator. Hal tersebut 

dikarenakan faktor penghambat seperti kurangnya informasi peserta mengenai 

administrasi klaim perorangan dan kurangnya tenaga verifikator klaim 

sehingga penyelesaian klaim tidak optimal.  

 

Kata Kunci : Pelayanan Klaim, Asuransi, Prosedur Klaim 

 

PENDAHULUAN 

Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat 

kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang 

bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan 
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layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Dengan demikian 

kebutuhan masyarakat saat ini berhubungan dengan pemeliharaan dan 

pelayanan kesehatan.  Pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan 

bagi setiap orang. Semua orang ingin merasa dihargai, ingin dilayani, ingin 

mendapatkan kedudukan yang sama  di mata masyarakat. Oleh karena itu 

penyediaan pelayanan kesehatan publik yang baik dan tepat guna seyogyanya 

menjadi prioritas utama pemerintah dalam merealisasikan kebijakan kesehatan. 

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan publik tersebut yaitu asuransi 

kesehatan. Secara umum, sebagian besar masyarakat sudah menjadi 

peserta asuransi kesehatan, baik yang mendaftar secara perorangan maupun 

yang terdaftar secara kumpulan (melalui perusahaan tempatnya bekerja). 

Banyak orang yang sudah merasakan manfaat asuransi. Namun, ada juga 

beberapa orang yang harus mengalami kekecewaan karena perusahaan asuransi 

menolak klaim biaya pengobatannya. adanya kasus-kasus moral hazard buruk 

dari tertanggung menjadikan perusahaan asuransi berhati-hati sebelum 

membayar klaim. Untuk itulah setiap perusahaan harus memiliki standard 

operational procedure pelayanan klaim terhadap peserta.  

Salah satu perusahaan asuransi kesehatan yang menerapkan SOP dalam 

pelayanan klaim adalah PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Dimana PT. 

Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia  mengacu berdasarkan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan No.02/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang 

baik bagi perusahaan perasuransian dan Peraturan Direksi PT. AJII 

No.01/III/MCS/PERDIR/0416 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan                      

& Administrasi Klaim Managed Care. 

Salah satu SOP pelayanan klaim peserta PT. Asuransi Jiwa Inhealth 

Indonesia yang harus terpenuhi yaitu  Pembayaran klaim adalah 14 hari kerja 

untuk peserta yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dan 20 hari kerja untuk 

peserta yang berdomisili diluar wilayah Jabodetabek. Berdasarkan data klaim 

perorangan Kantor Layanan Samarinda bulan Januari 2017 tercatat klaim 

perorangan sebanyak 15 register. Dari 15 register terdapat 6 register yang tidak 

sesuai standar pelayanan klaim yaitu melebihi 20 hari kerja. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan standar pelayanan klaim perorangan peserta asuransi 

di          PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Kantor Layanan Samarinda ? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan standar klaim perorangan 

peserta asuransi di PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Kantor Layanan 

Samarinda ? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan standar pelayanan klaim perorangan peserta 

asuransi di PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Kantor Layanan 

Samarinda. 

https://www.aia-financial.co.id/id/individual/product/product.html
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan standar pelayanan klaim 

perorangan di PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Kantor Layanan 

Samarinda. 

Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

a. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan perspektif 

pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil 

pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan karya 

ilmiah di Universitas Mulawarman. 

b. Sebagai tolak ukur bagi PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dalam 

keberhasilan melaksanakan  standard operational procedure pelayanan 

klaim perorangan yang telah dilakukan. 

c. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi 

tentang standard operational procedure pelayanan klaim perorangan 

pada PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Kantor Layanan Samarinda. 

2. Secara Teoritis 

a. diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

pengembangan ilmu sosial khususnya ilmu administrasi Negara 

mengenai penerapan standar pelayanan klaim peserta asuransi. 

b. Diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti lebih lanjut 

khususnya dibidang penelitian yang sama di waktu mendatang. 

 

KERANGKA DASAR TEORI 

Paradigma Pelayanan Publik 

Suatu sistem pelayanan publik yang baik memiliki dan menerapkan prosedur 

pelayanan yang jelas dan pasti serta mekanisme kontrol didalam dirinya 

sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi secara mudah dapat 

diketahui. 

Menurut Syafri (2012:167) perkembangan suatu bidang ilmu dapat 

ditelusuri melalui perubahan-perubahan paradigmanya. Paradigma adalah suatu 

cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, ataupun cara 

memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada 

kurun waktu tertentu. 

Manajemen Pelayanan Umum 

Menurut Overman (dalam keban, 2004:11) manajemen pelayanan 

umum merupakan penelitian interdisipliner aspek generik organisasi. 

Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian 

fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, 

informasi fisik, dan sumber daya politik.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaran pelayanan publik, 

standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 

1. Prosedur Pelayanan.  
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Prosedur Pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengaduan. 

2. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan. 

3. Biaya Pelayanan 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. 

4. Produk Pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

5. Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku 

yang dibutuhkan. 

Pelayanan Publik 

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah 

satu tugas dan fungsi administrasi negara.  

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah upaya pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara dalam bentuk 

barang atau jasa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Tujuan dan Manfaat Pelayanan Publik 

Tujuan pelayanan publik menurut Juliantara (2005;10) adalah 

memuaskan atau sesuai dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada 

umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas/mutu pelayanan adalah 

kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan. Dan hakekat dari 

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan kewajiban  aparatur pemerintah sebagai abdi 

masyarakat. 

Pelayanan Kesehatan 

Definisi pelayanan kesehatan menurut Notoatmojo (2011: 13) adalah 

sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah 
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pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) 

dengan sasaran masyarakat.  

Menurut pendapat Hodgetts dan Cascio (dalam Azwar, 2010:43), ada 

dua macam jenis pelayanan kesehatan yaitu : 

a. Pelayanan kesehatan masyarakat 

b. Pelayanan kedokteran 

Salah satu faktor terpenting pelayanan adalah prosedur yang berjalan 

dengan baik. Prosedur merupakan bagian dari mutu pelayanan dan akreditasi 

asuransi. Selain itu prosedur juga merupakan pedoman yang dapat memberi 

acuan bagi pola kerja yang terarah. (Sabarguna, 2005:19)  

Salah satu prosedur yang dapat berjalan dengan baik adalah alur 

pelayanan peserta asuransi. Alur pelayanan adalah proses urutan pelayanan 

sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.  

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara umum dijalankan 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali 

biaya. 

2. Fasilitas pelayanan kesehatan terbatas pada provider sesuai dengan plannya. 

3. Pelayanan kesehatan untuk peserta bersifat komprehensif meliputi 

pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif mulai dari rawat jalan 

pertama, rawat jalan lanjutan sampai dengan rawat inap termasuk pelayanan 

obat. 

4. Pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan sistem rujukan yang berjenjang 

dan terstruktur. (Sabarguna, 2005:22) 

Administrasi Klaim 
Administrasi Klaim menurut definisi HIAA (Health Insurance 

Association Of America)  (dalam Ilyas, 2006:83) adalah proses pengumpulan 

bukti atau fakta yang berhubungan dengan sakit dan cidera, melakukan 

perbandingan dengan ketentuan polis dan menentukan manfaat yang dapat 

dibayarkan kepada tertanggung atau penagih klaim.  

Tujuan Prosesi Klaim 
Menurut Brown (dalam Ilyas, 2006:84), fokus dan falsafah klaim 

semua perusahaan asuransi adalah administrasi klaim yang cepat, adil dan 

sopan. Sedangkan tujuan dari prosesi klaim adalah untuk: 

a. Membayar semua klaim yang valid. 

b. Mengidentifikasi kemungkinan terjadi tindakan kecurangan, baik yang 

disengaja (fraud) maupun yang tidak disengaja (abuse) dalam melakukan 

klaim. 

c. Memenuhi peraturan pemerintah. 

d. Menghindari atau mencegah tuntutan hukum. 

e. Mengkoordinasikan benefit. (Ilyas, 2006:84) 

Syarat Pengajuan Klaim 



eJournal Administrasi Negara, Volume 6 , Nomor 2,  2018: 7357-7371 

 

 

7362 

Berikut adalah syarat yang biasanya harus dipenuhi pada prosesi klaim, 

dimana penagih klaim harus menyerahkan klaim secara lengkap kepada 

asuransi antara lain : 

1. Fotocopy kartu peserta yang masih berlaku 

2. Formulir “keterangan medik”, yang berupa : 

a. Identitas Pasien 

b. Tanggal Pemeriksaan 

c. Diagnosa 

d. Tindakan yang dilakukan/tindakan khusus 

e. Rincian biaya 

f. Tanda tangan dokter yang memeriksa dan tanda tangan pasien 

3. Fotocopy resep 

4. Formulir-formulir penunjang diagnostik yang dilakukan 

5. Kwitansi asli (disertakan materai sesuai ketentuan pemerintah) dari PPK 

yang mengajukan klaim. (Ilyas, 2006 : 85) 

Standart Operational Procedure 

Standard Operational Procedure (SOP) adalah dokumen yang 

berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja 

yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. 

SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan 

prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir. (Laksmi, 

2008:52) 

Penerapan Standard Operational Procedure Pelayanan ( SOP ) 

berdasarkan dari peraturan OJK Nomor : 1/POJK.03/2013 tentang 

perlindungan konsumen dan Peraturan OJK Nomor : 2/POJK.05/2014 tentang 

tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. 

Prinsip-prinsip SOP 

Dalam Permenpan Nomor PER/21/M-PAN/11/2008 tentang pedoman 

penyusunan Standard Operational Procedure administrasi disebutkan bahwa 

penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain: kemudahan dan 

kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, 

berorientasi pada pengguna, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. 

1. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, 

oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi 

pemerintahan. 

2. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh 

jajaran organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi. 

3. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap 

penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-

benar efisien dan efektif. 

4. proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan 

pemerintahan. 



Penerapan Standar Pelayanan Klaim Peserta Asuransi (Apriani May Frida S) 

 

 

7363 

5. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan 

harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan 

referensi bagi setiap mereka yang memerlukan. 

Manfaat SOP 

Manfaat standard operational procedure (SOP) menurut Puspitasari, 

Rosmawati (2012: 32) antara lain : 

a. Dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, menyelesaikan 

pekerjaan secara konsisten, sebagai alat komunikasi dan pengawasan. 

b. Meningkatkan rasa percaya diri karyawan dalam melakukan pekerjaan dan 

mengetahui jelas dengan pekerjaan yang harus dilakukan. 

c. Dapat digunakan sebagai salah satu alat pelatihan dan tolak ukur kinerja 

karyawan. 

Definisi Konsepsional 

Secara umum konsep dalam suatu penelitian merupakan salah satu 

unsur penting, karena dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang 

akan diteliti. Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang 

menjadi sasaran penelitian, serta memberikan batasan tentang luasnya ruang 

lingkup penelitian. 

Dengan demikian definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : Standar Pelayanan Klaim Peserta Asuransi adalah suatu 

rangkaian proses yang mengatur bagaimana prosedur pelayanan klaim 

perorangan yang dimulai dari penerimaan berkas klaim, kelengkapan berkas 

klaim, proses verifikasi hingga sampai pembayaran klaim bagi peserta asuransi. 

Dalam penelitian ini, peserta asuransi yang menjadi objek penelitian 

adalah peserta perorangan sehingga standar pelayanan klaim yang dikaji adalah 

klaim bagi peserta perorangan. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu 

yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehingga untuk mengklasifikasikan 

suatu penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif  untuk mengolah data-data yang 

diperoleh dari lokasi penelitian. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat 

postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi               (Sugiyono, 2014:347). 

Fokus Penelitian 
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1. Untuk mengetahui penerapan standar pelayanan klaim perorangan di PT. 

Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Adapun penerapan berdasarkan standar 

pelayanan yaitu : 

a. Prosedur pelayanan 

b. Waktu penyelesaian 

c. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

2. Faktor penghambat eksternal dan internal  dalam penerapan standar klaim 

peserta asuransi di PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Kantor Layanan 

Samarinda. 

Sumber Data 

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. 

Sumber data dilakukan secara Purposive Sampling. Adapun yang menjadi 

informan inti (key informan) adalah Kepala Kantor Layanan Samarinda, 

Verifikator Klaim PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Kantor Layanan 

Samarinda dan para peserta pengaju klaim perorangan.  

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dan informasi, peneliti sebagai key instrumen 

terjun kelapangan dan berusaha mengumpulkan informasi melalui wawancara 

dan pengamatan langsung dilapangan. Wawancara dilakukan secara bersifat 

terbuka dan tak terstruktur. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang 

dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis 

data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), antara lain : 

1. Kondensasi Data 

2. Penyajian Data 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian  

Prosedur Pelayanan Klaim 

Dari hasil wawancara dengan peserta asuransi PT. Asuransi Jiwa 

Inhealth Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 

prosedur pelayanan klaim perorangan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan 

pedoman managed care. PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia memiliki 

prosedur pelayanan klaim yang jelas. Dimulai dari penerimaan berkas klaim, 

pengendalian aktivitas klaim hingga proses verifikasi klaim. Tetapi tahapan 

proses verifikasi klaim tidak dapat diketahui oleh peserta karena itu termasuk 

hal internal PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.  

Waktu Penyelesaian Klaim 
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Dari hasil wawancara dengan peserta asuransi PT. Asuransi Jiwa 

Inhealth Indonesia penelitian dapat ditarik kesimpulan masih terdapat waktu 

penyelesaian klaim lebih dari 20 hari kerja di Kly Samarinda yang disebabkan 

karena klaim dengan kasus emergency membutuhkan investigasi klaim dan 

persetujuan dari atasan apakah klaim tersebut dapat di setujui atau tidak. 

Namun untuk klaim dengan nilai pasti dapat dikatakan waktu penyelesaian 

klaim tidak lebih dari 20 hari kerja. 

Kompetensi Petugas Verifikator 

Dari hasil wawancara dengan peserta PT. Asuransi Jiwa Inhealth 

Indonesia dapat ditarik kesimpulan kompetensi verifikator sudah sesuai dengan 

standarisasi dari PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dan setiap tahun 

verifikator mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi verifikator. 

Namun untuk sumber daya manusia yang dimiliki tenaga verifikator masih 

kurang sehingga diperlukan verifikator tambahan. Hal tersebut perlu dilakukan 

agar efektivitas kinerja dapat ditingkatkan. 

Faktor Penghambat Eksternal Dalam Penerapan Standar Pelayanan Klaim 

Peserta Asuransi 

Berdasarkan hasil wawancara  dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

menjadi faktor penghambat eksternal dalam prosedur administrasi klaim yaitu:  

1. Kurangnya sosialisasi dari perusahaan/HRD tentang pengetahuan dan 

informasi mengenai prosedur administrasi klaim perorangan.  

2. Peserta tidak langsung melengkapi berkas sampai mendekati kadaluarsa 

klaim sehingga prosedur administrasi klaim kurang berjalan dengan baik. 

Faktor Penghambat Eksternal Dalam Penerapan Standar Pelayanan Klaim 

Peserta Asuransi 

Dari hasil wawancara dengan peserta asuransi PT. Asuransi Jiwa 

Inhealth Indonesia yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

menjadi faktor penghambat internal yaitu:  

1. Peserta asuransi yang sulit dihubungi apabila di site/lapangan sehingga 

kekurangan berkas tidak dapat dipenuhi dengan cepat. 

2. Kekurangan berkas resume medis merupakan berkas klaim yang 

membutuhkan waktu yang lama untuk dilengkapi.  

3. Apabila atasan tidak ada ditempat sedang dinas luar proses approval klaim 

tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menghambat proses klaim karena harus 

menunggu atasan ada ditempat untuk proses approval. 

Pembahasan 

Prosedur Pelayanan Klaim 

Menurut pendapat Batinggi (2004:43) prinsip layanan berkualitas yaitu 

sebelum segala sesuatu dimulai maka proses dan prosedur harus ditetapkan 

lebih awal. PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia telah menetapkan prosedur 

pelayanan klaim dari awal yang merupakan prinsip layanan berkualitas untuk 

menunjang pelayanan klaim perserta. 
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Salah satu faktor terpenting pelayanan adalah prosedur berjalan dengan 

baik. Prosedur pelayanan klaim PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia sudah 

berjalan dengan baik yang dimulai dari menerima berkas klaim, melihat 

kelengkapan berkas kemudian klaim diverfikasi secara manual sebelum 

menginput ke aplikasi pelayanan online klaim perorangan. Meskipun ada 

pendapat lain yang mengatakan tidak mengetahui administrasi klaim 

dikarenakan beranggapan semua jenis klaim sama persyaratannya. Untuk 

proses verfikasi klaim tidak dapat diketahui peserta karena menyangkut 

masalah internal perusahaan. 

Dan dalam pelaksanaannya PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 

sudah sesuai dengan standard operational procedure yang ada dimana urutan 

langkah-langkah pekerjaan tersebut dilakukan serta telah sesuai dengan prinsip 

perusahaan. 

Waktu Penyelesaian Klaim 

Beberapa asuransi memiliki waktu penyelesaian klaim yang berbeda-

beda. Menurut penelitian Sula (2010:261-262) setelah terjadinya kesepakatan 

mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, 

diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak 

terjadi kesepakatan tersebut. Sedangkan menurut penelitian Anggraeni 

(2010:51) bahwa apabila peserta mengajukan klaim dengan mengisi formulir 

klaim yang telah disediakan perusahaan dengan lengkap dan memenuhi semua 

dokumen yang telah dipersyaratkan oleh MAA Life Assurance, serta proses 

verifikasi tidak ada masalah, maka perusahaan tidak ada alasan untuk menolak 

klaim tersebut. Bagian klaim akan segera memproses klaim dengan segera dan 

MAA mempunyai standar proses klaim selama 14 (empat belas) hari kerja 

untuk menyelesaikan setiap klaim yang masuk dengan catatan semua 

persyaratan telah terpenuhi. 

Faktor Penghambat Eksternal dan Internal Dalam Penerapan Standar 

Pelayanan Klaim Peserta Asuransi 

Hasil penelitian Afriandi (2014:12) menyatakan bahwa faktor-faktor 

penghambat dalam pembayaran klaim pertanggungan, yaitu : surat pengajuan 

klaim yang persyaratannya tidak lengkap, dalam hal habis kontrak tetapi 

tertanggung tidak segera menanggapi surat pemberitahuan dari penanggung. 

Sedangkan upaya penyelesaiannya dilakukan dengan : diberikan jangka waktu 

tertentu kepada ahli waris tertanggung untuk melengkapi persyaratan 

pengajuan klaim, apabila mengalami kesulitan maka dapat dibantu oleh pihak 

asuransi, pihak asuransi akan memberi peringatan dan teguran dalam jangka 

waktu tertentu, bila pemberitahuan sebelumnya tidak ditanggapi.  

Faktor penghambat eksternal dalam penerapan standar pelayanan klaim 

peserta asuransi yaitu kurangnya informasi/pengetahuan yang diberikan dari 

pihak HRD atau perusahaan kepada karyawannya mengenai syarat-syarat dan 

prosedur klaim sehingga pada saat peserta datang ke kantor akan membawa 

syarat pengajuan klaim seadanya sehingga peserta harus kembali untuk 



Penerapan Standar Pelayanan Klaim Peserta Asuransi (Apriani May Frida S) 

 

 

7367 

melengkapi persyaratan, kurangnya pengetahuan peserta merupakan faktor 

penghambat dalam prosedur administrasi klaim. Apabila berkas klaim tidak 

lengkap maka tidak dapat diproses oleh verifikator. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat internal dalam penerapan 

standar pelayanan klaim peserta asuransi yaitu peserta asuransi yang sulit 

dihubungi apabila di site/lapangan sehingga kekurangan berkas tidak dapat 

dipenuhi dengan cepat dan juga kekurangan berkas resume medise merupakan 

berkas klaim yang membutuhkan waktu yang lama untuk dilengkapi. Dan 

apabila atasan Mandiri Inhealth tidak ada ditempat sedang dinas luar proses 

approval klaim tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menghambat proses klaim 

karena harus menunggu berkas klaim peserta yang lengkap dan verifikator 

harus menunggu atasan Mandiri Inhealth ada ditempat untuk proses approval. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prosedur pelayanan klaim yang ada di PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 

terdiri dari serah terima berkas kepada verifikator, catatan pengendalian 

aktifitas klaim dan dilanjutkan dengan proses verifikasi klaim perorangan. 

Prosedur pelayanan klaim sudah berjalan dengan baik meskipun ada 

beberapa peserta yang masih beranggapan semua persyaratan klaim sama. 

2. Dalam pelaksanaan penyelesaian klaim sudah dilakukan dengan baik untuk 

proses verifikasi nilai klaim pasti sesuai dengan standard operational 

procedure yaitu 20 hari kerja. Sedangkan untuk klaim dengan kasus 

emergency belum berjalan dengan baik karena diperlukan investigasi klaim 

dan membutuhkan keputusan atasan  untuk approval klaim tersebut dapat 

diproses atau tidak. 

3. Untuk kompetensi petugas verifikator sudah sesuai dengan kriteria 

perusahaan dan berjalan dengan baik. Hal itu didukung dengan adanya 

pelatihan yang diadakan setiap tahun guna mendukung kompetensi tenaga 

verifikator. Hanya saja untuk tenaga verifikator masih sangat kurang karena 

hanya memiliki 1 orang tenaga verifikator yang mengerjakan semua klaim 

baik perorangan maupun kolektif. Dimana idealnya untuk verifikator klaim 

perorangan 1 orang dan klaim kolektif 1 orang. 

4. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat eksternal yaitu kurangnya 

pengetahuan dan informasi yang disampaikan HRD kepada peserta 

mengenai syarat klaim. Dan untuk faktor penghambat internal yaitu 

karyawan yang sulit dihubungi apabila di site/lapangan dan approval yang 

tidak dapat diwakilkan ke staff apabila atasan dinas luar kota untuk proses 

approval klaim. 

Saran 

Dari hasil penelitian penulis menyarankan adalah sebagai berikut : 
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1. Memberikan informasi kepada masing-masing HRD perusahaan yang 

bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia untuk 

persyaratan  klaim perorangan berbeda-beda persyaratannya baik persalinan, 

iol, protesa gigi dan alat gerak. 

2. Memberi batas waktu target penyelesaian klaim kepada verifikator untuk 

kasus emergency agar tidak melebihi standard operational procedure 

perusahaan yaitu tidak lebih dari 20 hari kerja yang disebabkan tenaga 

verifikator yang masih kurang seharusnya masing-masing klaim perorangan 

dan kolektif memiliki masing-masing 1 verifikator.  

3. Menambah tenaga verifikator klaim untuk kantor layanan Samarinda agar 

kinerja penyelesaian klaim dapat optimal. 

4. Untuk proses approval klaim dapat ditunjuk pengganti atasan apabila 

sedang dinas luar kota sehingga tidak menghambat proses klaim. Dan 

apabila karyawan sulit dihubungi karena berada di site/lapangan agar dapat 

dibantu untuk proses kelengkapan berkas klaim (misalnya memintakan 

berkas resume medis ke rumah sakit) sehingga tidak sampai kadaluarsa. 
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